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Abstrak
Surabaya memiliki Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan untuk melakukan perbuatan asusila serta pemikatan untuk melakukan perbuatan asusila. Pasal 2 huruf b Perda Nomor 7 Tahun 1999 tegas menyebutkan setiap orang di Kota Surabaya dilarang melakukan perbuatan pemikatan untuk berbuat asusila. Salah satu tempat yang digunakan sebagai praktik prostitusi di Surabaya adalah lahan di sebelah timur Stasiun Wonokromo. Prostitusi harus ditanggulangi karena bedampak buruk bagi lingkungan serta bertentangan dengan nilai-nilai agama. Prostitusi juga menjadi sarang penyebaran penyakit Human Immunodeficiency Virus. Penelitian ini bertujuan mengetahui penegakan hukum Perda Nomor 7 tahun 1999 serta hambatan yang terjadi terhadap pelaku prostitusi di Lokalisasi Ban Sepur Wonokromo. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Satpol PP Kota Surabaya. Informan peneilitian ini yaitu Kepala Satpol PP Kota Surabaya dan Mantan Pekerja Seks Komersial. Pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum belum maksimal karena rendahnya kepedulian masyarakat, pihak Satpol PP kekurangan personel untuk melakukan patroli di wilayah rawan prostitusi, dan ancaman sanksi dalam Perda Nomor 7 Tahun 1999 yang tergolong pidana ringan sehingga tidak menjerakan. Tahun 2018 dilakukan satu kali penertiban dengan hasil lima Pekerja Seks Komersial terjaring. Tahun 2019 dilakukan tiga kali penertiban terjaring tiga puluh lima Pekerja Seks Komersial. Hambatan penegak hukum diantaranya jumlah personel minim untuk mengawasi setiap wilayah di Kota Surabaya yang berpotensi digunakan sebagai tempat praktik prostitusi dan ancaman sanksi tergolong rendah serta kebocoran informasi akan adanya razia yang dilakukan oleh Satpol PP.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Prostitusi, Wonokromo.
Abstract

Surabaya has Regional Regulation Number 7 of 1999 which regulates the prohibition of using buildings to commit immoral acts and enticements to commit immoral acts. Article 2 letter b of Perda No. 7/1999 clearly states that every person in the city of Surabaya is prohibited from engaging in indulgence to commit immoral acts. One of the places that are often used as a practice of prostitution in Surabaya is the land east of Wonokromo Station. Prostitution must be tackled because it has a bad impact on the environment and is not under religious values. Prostitution is also a hotbed for the spread of Human Immunodeficiency Virus. This study aims to determine the law enforcement of Perda No. 7/1999 as well as the obstacles that occur in law enforcement against prostitutes in the Wonokromo tire localization. This research is sociological juridical research. The research location was conducted at the Satpol PP Surabaya City. The informants in this study were the Head of the Surabaya City Satpol PP and Former Commercial Sex Workers. Data collection through interviews, documentation, and observation was then analyzed descriptively qualitatively. The results showed that law enforcement has not been maximal because of low public awareness, the Satpol PP lacks the personnel to carry out patrols in areas prone to prostitution, and the threat of sanctions in Perda No. 7/1999 which is classified as minor crimes so that it does not cause harm. In 2018, there was one curbing, resulting in five commercial sex workers being netted. In 2019, there were three rounds of curbing the netted thirty-five commercial sex workers. Barriers to law enforcement include the minimal number of personnel to supervise every area in the city of Surabaya which has the potential to be used as a place for prostitution practice and the threat of low sanctions and information leakage of raids conducted by Satpol PP.
Keywords: Law Enforcement, Prostitution, Wonokromo.   
PENDAHULUAN
Kebebasan berhubungan antara laki-laki dan perempuan sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan tidak ada aturan yang melarang siapapun untuk berhubungan dengan pasangan yang diinginkan. Beberapa waktu kemudian muncul konsep keluarga, antara lain yang berfungsi mengatur pemenuhan kebutuhan keluarga. Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis tersebut manusia mempunyai dasar untuk serakah, begitu pula halnya berkaitan pemuasan kebutuhan biologisnya (Mudjijono 2005). Dari hal ini kemudian muncul praktik prostitusi. Prostitusi merupakan sebuah kegiatan yang didalamnya terdapat wanita yang dipekerjakan oleh mucikari untuk memberikan jasa seks terhadap kaum lelaki.
Edlund dan Korn menyebutkan bahwa prostitusi adalah sesuatu yang tidak biasa dimana pekerjaan tersebut menawarkan bayaran cukup tinggi kepada wanita berkemampuan rendah (low skill) (Edlund and Korn 2002). Prostitusi menjadi awal penularan HIV/AIDS dimana 70,3% penularan terjadi lewat hubungan seks antara laki-laki dan perempuan (Indonesia 2018). Prostitusi telah menjadi "penyakit” dalam masyarakat sejak ribuan tahun silam. 
Prostitusi sebagai suatu bentuk penyaluran syahwat laki-laki kepada perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan serta diikuti adanya imbal balik berupa uang atau emas, sebenarnya telah terjadi sejak dahulu kala. Pada masa kerajaan misalnya, prostitusi dibungkus dengan cover yang lebih sopan dengan menyebutnya sebagai selir atau istri kedua (Syafaat 2003). Sampai saat ini laki-laki yang mapan secara finansial dan memiliki hasrat untuk berhubungan seksual selain dengan istrinya, melampiaskannya dengan kencan bersama wanita simpanan. Pasca ditutupnya beberapa lokalisasi di Surabaya, pilihan untuk kencan dengan wanita simpanan mereka akali melalui jasa prostitusi panggilan. Kencan dapat dilakukan dengan membuat janji via whatsapp maupun media sosial twitter yang sangat mudah diakses (Syafaat 2003).
Definisi terhadap apa itu prostitusi memiliki penjelasan yang beragam dari para ahli. Menurut Iwan Bloch, prostitusi merupakan suatu bentuk perhubungan kelamin di luar pernikahaan dengan pola tertentu, yakni kepada siapa pun secara terbuka dan hampir selalu dengan pembayaran baik untuk persebadanan, maupun kegiatan seks lainnya yang memberikan kepuasaan yang 
diinginkan oleh yang bersangkutan (Dirdjosisworo 1997). Pandangan berikutnya terhadap prostitusi disampaikan oleh Kartini Kartono yang menyebutkan bahwa prostitusi adalah wujud penyimpangan seksual yang dilakukan dengan melampiaskan hasrat seksualnya kepada banyak orang disertai dengan komersialisasi serta eksploitasi yang impersonal (Kartini 2007).

Praktik prostitusi sudah barang tentu di dalamnya terdapat para pekerja seks komersial sebagai pelaku utama. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Koentjoro bahwa pekerja seks komersial merupakan bagian dari kegiatan seks di luar nikah yang melibatkan berbagai macam pria yang mengejar kepuasan dimana uang menjadi sumber pendapatan utama dari pekerja seks tersebut (Koentjoro 2004). Lebih lanjut P.J. de Bruine van Amstel menyatakan bahwa prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran. Definisi menurut P.J de Bruine van Amstel di atas mengemukakan adanya unsur-unsur ekonomis dan penyerahan diri wanita yang dilakukan secara berulang-ulang atau terus menerus dengan banyak laki-laki (Kartini 2007).
Prostitusi merupakan perbuatan asusila yang menjadi problem sosial hingga kini dimana pemberantasannya sangat sulit meskipun berkali-kali dilakukan penertiban oleh penegak hukum. Prostitusi seolah menjadi lingkaran setan yang tidak memiliki akhir. Salah satu akar munculnya prostitusi sejak dahulu adalah persoalan ekonomi yakni adanya kesenjangan pendapatan antara kelas atas dengan kelas bawah. 
Asusila menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai tingkah laku yang tidak baik. Perbuatan asusila dapat diartikan sebagai perilaku yang melanggar kesusilaan. Menurut kamus hukum, kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus/dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat (Soedarsono 1992). Definisi kesusilaan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perihal susila yang berkaitan dengan adab dan sopan santun, norma yang baik, kelakuan yang baik, tata krama yang luhur (Indonesia n.d.).
Tindak pidana terhadap kesusilaan sebagai suatu kejahatan diatur dalam KUHP buku II bab XIV dari Pasal 281 sampai dengan 303 bis di bawah title tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Menurut Djoko Prakoso kejahatan kesusilaan yang terkait erat dengan seksual, diantaranya: (Djoko 1988) 1. Perzinahan dalam Pasal 284 2. Perkosaan dalam Pasal 285 3. Persetubuhan dengan wanita dibawah umur dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 288 4. Percabulan dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 294 5. Penghubung percabulan dalam Pasal 295 sampai dengan Pasal 298 dan Pasal 506 6. Pencegahan dan pengguguran kehamilan dalam Pasal 299, serta Pasal 534 dan juga Pasal 535. Tindak pidana terhadap kesopanan-kesusilaan atau yang menyuru rasa malu seseorang diataur dalam Pasal 281 sampai Pasal 283 bis, dan Pasal 532 sampai dengan Pasal 533.
Tindak pidana terhadap kesusilaan bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari sudut pandang masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun dari kebiasaan masyarakat setempat saat menjalankan kehidupan seksual mereka (P.A.F 2009). Praktik prostitusi sebenarnya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap kesusilaaan.

Pada perkembangannya, prostitusi setidaknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu prostitusi yang dijalankan karena kebutuhan hidup dan prostitusi yang dilakukan untuk memenuhi gaya hidup yang mewah (Pebrianti 2015). Prostitusi yang dilakukan karena kebutuhan hidup oleh para wanita pekerja seks komersial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari karena tidak memiliki skill dan kemampuan untuk bekerja secara formal. Prostitusi karena gaya hidup yang mahal didasari karena kebutuhan akan gaya hidup yang glamor dan mewah yang tidak akan didapat dari penghasilan kerjanya sehari-hari. 
Akibat buruk yang ditimbulkan dari praktik prostitusi tidaklah sedikit. Beberapa tindak pidana yang terjadi akibat praktik prostitusi diantaranya meningkatnya kekerasan terhadap wanita dan anak, pelecehan seksual, pemerkosaan, perdagangan manusia, kecanduan masyarakat terhadap minuman keras dan narkoba, penyakit kelamin, serta kejahatan sosial maupun kejahatan terorganisir. Oleh karena itu, peran pemerintah, baik di pusat lebih khusus pemerintah daerah tidak hanya mengatasi permasalahan prostitusi dengan menutup tempat lokalisasi prostitusi tersebut tetapi juga harus menyiapkan program-program kesejahteraan sosial serta pelatihan kerja terhadap wanita pekerja seks komersial yang terdampak penutupan.  
Lokalisasi paling populer yang pernah eksis di kota Surabaya yaitu Gang Dolly telah ditutup Tri Rismaharini pada 18 Juni 2014 lalu setelah 100 tahun berdiri (Sulistyawati 2014). Sebelum Gang Dolly ditutup pada 2014, setahun sebelumnya Tri Rismaharini juga telah menutup lokalisasi Moroseneng dan Klakahrejo. Pasca Gang Dolly ditutup, para wanita pekerja seks komersial diberi kompensasi dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemkot Surabaya (Gildas 2019). Pada saat itu pelatihan dan kompensasi yang diberikan tidak cukup untuk mendidik dan membekali pekerja seks tersebut, sehingga sebagian mereka menyebar di lokalisasi yang berada di sekitar Surabaya dan Mojokerto. 
Kondisi Gang Dolly saat ini memang cukup baik dengan digencarkannya program kewirausahaan oleh Pemkot Surabaya. Tidak hanya program wirausaha, Pemkot Surabaya juga mendukung pengembangan pendidikan di kawasan Dolly melalui pendirian Kampung Inggris serta pemberian fasilitas beasiswa kepada anak-anak di kawasan tersebut (Gildas 2019). Ditutupnya Gang Dolly pada 2014, tidak serta merta menghilangkan bisnis prostitusi di Kota Surabaya. Modus baru prostitusi adalah melalui panti-panti pijat, hingga jasa booking via telepon hingga medsos dimana para wanita pekerja seks komersial yang akan mendatangi pelanggannya baik di hotel maupun wisma.
Tempat prostitusi yang masih eksis di Surabaya hingga kini dan tersentral pada satu tempat yang semi permanen yakni terletak di sebrang timur Stasiun Wonokromo atau sering disebut “Lokalisasi Ban Sepur”. Tempat tersebut merupakan lokalisasi kelas bawah dimana latar belakang wanita pekerja seks komersialnya berasal dari desa dengan pendidikan rendah dan tidak memiliki pengalaman kerja. Wanita pekerja seks komersial tersebut sengaja menjajakan diri untuk menutupi hutang serta mencukupi kebutuhan hidup. 
Gambar 1.1
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Sumber Foto: https://www.berita-rakyat.co.id/
Lokalisasi Ban Sepur Wonokromo sebenarnya sudah berkali-kali dilakukan razia oleh Satpol PP beserta kepolisian, pada tahun 2019 ini bahkan sudah dua kali dilakukan razia (Rusmiyanto 2019). Razia yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (yang selanjutnya disebut Satpol PP) sebagai kepanjangan tangan Pemkot Surabaya tidak serta merta menghilangkan praktik prostitusi di area tersebut. Ibarat pedagang kaki lima, ketika diusir dan dirazia Satpol PP, tidak berselang lama mereka akan berjualan lagi di tempat yang dilarang untuk berjualan. Razia yang dilakukan secara isidental oleh Satpol PP tidak menyelesaikan masalah terhadap praktik prostitusi di Ban Sepur Stasiun Wonokromo.
Pemkot Surabaya sebenarnya telah mengatur mengenai larangan penggunaan bangunan untuk tindakan asusila melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Larangan Menggunakan Bangunan untuk Melakukan Perbuatan Asusila serta Pemikatan untuk Melakukan Perbuatan Asusila (selanjutnya disebut Perda Nomor 7 Tahun 1999). Pasal 2 Perda Nomor 7 Tahun 1999 menyebutkan :

“Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya setiap orang dilarang :

a. Menggunakan bangunan/tempat untuk melakukan perbuatan asusila;
b. Melakukan perbuatan pemikatan untuk berbuat asusila.”

Pasal 2 huruf b Perda Nomor 7 Tahun 1999 sebenarnya telah menegaskan bahwa di Kota Surabaya setiap orang dilarang melakukan perbuatan pemikatan untuk berbuat asusila atau bahasa sederhananya dilarang melakukan praktik prostitusi. Masih eksisnya Lokalisasi Ban Sepur Wonokromo, pasca ditutupnya lokalisasi Gang Dolly menunjukkan Pemkot Surabaya belum menyelesaikan masalah prostitusi yang terlihat secara umum. Lokasi prostitusi Ban Sepur yang terletak dalam lingkung Stasiun Wonokromo juga menjadi persoalan. Pada satu sisi Pemkot Surabaya memiliki wewenang melakukan penutupan terhadap bangunan yang digunakan untuk lokalisasi, sedangkan lokasi yang berada lingkung stasiun menuntut PT. Kereta Api Indonesia (yang selanjutnya disingkat PT KAI) untuk melakukan penataan di wilayahnya. 
Penyelesaian terhadap permasalahan prostitusi di Ban Sepur Wonokromo adalah sebuah keniscayaan meskipun tidak mudah. Penyelesaian yang dilakukan memerlukan sinergitas dimana PT KAI dapat membangun wilayah timur Stasiun Wonokromo. Sedangkan, Pemkot Surabaya memberikan pelatihan kewirausahaan serta pengembangan skill terhadap wanita pekerja seks komersial di sekitar Stasiun Wonokromo. Treatment Pemkot Surabaya terhadap warga Gang Dolly seharusnya dapat diterapkan kepada warga di sekitar Stasiun Wonokromo khususnya terhadap mereka yang terlibat bisnis prostitusi. Razia yang berkal-kali dilakukan tidak akan membawa perubahan besar terhadap Lokalisasi Ban Sepur Wonokromo. 
Kebijakan Pemkot Surabaya mutlak diperlukan sebagaimana ketika melakukan penutupan terhadap Gang Dolly. Masih adanya penggunaan bangunan sebagai lokasi praktik prostitusi di Ban Sepur Stasiun Wonokromo menunjukkan implementasi Perda Nomor 7 Tahun 1999 belum dilaksanakan secara konsisten oleh Pemkot Surabaya. Padahal sebelumnya Pemkot Surabaya berani mengambil resiko dengan menutup beberapa tempat lokalisasi di Surabaya, seperti Gang Dolly, Jarak, Moroseneng, Klakah Rejo, Dupak Bangunsari, Tambaksari (Kezia 2019).

Tabel 1.1

Status Kepemilikan Tempat/Bangunan Untuk Kegiatan Prostitusi Di Kota Surabaya

	Tempat Prostitusi
	Kepemilikan Tempat/Bangunan

	Gang Dolly
	Perseorangan 

	Jarak
	Perseorangan

	Klakah Rejo
	Perseorangan

	Dupak Bangunsari
	Perseorangan

	Moroseneng
	Perseorangan

	Tambaksari
	Perseorangan

	Wonokromo
	PT. KAI


Sumber: Diolah Sendiri

Tidak adanya ancaman pidana dalam KUHP terhadap para wanita pekerja seks komersial beserta para pelanggan hidung belang membuat praktik prostitusi semakin merajalela. Hal tersebut dapat dilihat dari Lokalisasi Ban Sepur Wonokromo yang berkali-kali dirazia namun tetap saja ada lagi. Merujuk pada perda a quo, sebenarnya Pemkot Surabaya memiliki dasar kuat untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi di ban sepur Wonokromo. Satpol PP sebagai penegak perda dapat melakukan penyelidikan sedangkan penyidikan dilakukan oleh PPNS sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perda Nomor 7 Tahun 1999.
Terlepas mengenai lahan yang digunakan sebagai tempat prostitusi adalah wilayah PT KAI, Pemkot Surabaya seharusnya berani melakukan terobosan-terobosan. Salah satu terobosan sebagaimana yang dilakukan Pemkot Surakarta yang hendak melakukan pinjam pakai terhadap lahan mangkrak PT KAI di sekitar Kampung Joho untuk dimanfaatkan sebagai fasilitas publik (Saputro 2018). 
Penutupan tersebut juga harus diikuti oleh pengembangan kawasan yang digunakan sebagai praktik prostitusi tersebut. Lokalisasi Ban Sepur Wonokromo yang struktur bangunannya hanya dari bambu dan terpal sebenarnya jauh lebih mudah bagi Pemkot Surabaya untuk menutupnya. Pekerjaan rumah Pemkot Surabaya adalah memikirkan juga penutupan tersebut diikuti upaya pengembangan kawasan bersinergi dengan PT KAI sebagai pemilik lahan. 
Langkah Pemkot Surabaya melalui Satpol PP untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi di Lokalisasi Ban Sepur Wonokromo pastinya akan menemui hambatan-hambatan yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang ada. Acuan dalam Perda Nomor 7 Tahun 1999 terkait sanksi pidana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dengan ancaman pidana paling lama tiga bulan atau denda Rp. 50.000. Tindak pidana yang dimaksud dalam perda tersebut adalah pelanggaran. 

Berawal dari permasalahan diatas, peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut perihal langkah Pemkot Surabaya dalam menutup Lokalisasi Ban Sepur Wonokromo. Sekaligus melakukan penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi (penyedia dan pengguna) beserta hambatan-hambatan yang berpotensi muncul saat proses penutupan dan penindakan terhadap pelaku prostitusi. 
METODE

Penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini merupakan penelitian yuridis sosiologis (Fajar and Achmad 2009). Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun melihat bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu diterapkan di masyarakat. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana penegakan hukum Perda Nomor 7 Tahun 1999 oleh Pemkot Surabaya terkait larangan perbuatan asusila dalam hal ini adalah praktik prostitusi yang akan difokuskan pada Lokalisasi Ban Sepur Wonokromo dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam penegakan perda tersebut.
Lokasi penelitian dilakukan di Kota Surabaya pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, yang termasuk data primer adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan secara langsung dengan pihak terkait yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dan Pejabat PPNS Kota Surabaya. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari kajian peraturan perundang-undangan yang terkait, literatur maupun jurnal skripsi.

Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Satpol PP Kota Surabaya. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, yang dilaksanakan secara bebas dengan menggunakan pedoman wawancara dan mencatat secara sistematis. Teknik ini dilakukan agar dapat memperoleh data secara mendalam berkaitan dengan Lokalisasi Ban Sepur Wonokromo. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang berbagai macam dokumen (arsip) yaitu dokumen mengenai praktik prostitusi di lingkungan Stasiun Wonokromo. Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu. Data yang didapatkan di dalam penelitian selanjutnya dianalisa secara deskriptif kualitatif yang dimana peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk dapat memberikan gambaran atau penjelasan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya (Wirawan 2011).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Prostitusi Di Ban Sepur Wonokromo
Prostitusi adalah tindakan menawarkan pelayanan atau memberikan pelayanan seksual langsung dari seorang pekerja seks kepada siapapun demi mendapatkan uang atau imbalan dalam bentuk lain (Jamal 2012). Wonokromo bukanlah wilayah yang asing bagi warga Surabaya. Banyak orang mengenal Wonokromo sebagai pusat perbelanjaan tradisional, untuk itu masyarakat sering menyebutnya Pasar Wonokromo dan juga dikenal sebagai Stasiun Kereta Apinya. Namun demikian, selain dikenal sebagai pasar tradisional atau stasiun, Wonokromo bagi sebagaian orang dikenal sebagai lokasi prostitusi, terutama di malam hari sepanjang rel kereta api stasiun Wonokromo, hingga di tengah jembatan Jagir (Hidayat and Imron 2014). Sebagian besar Pekerja Seks Komersial (PSK) yang ada di Wonokromo ini bertempat tinggal di daerah Bendul Merisi, selain daerah pasar Wonokromo lainnya. Bendul Merisi merupakan sebuah jalan yang panjang dan cukup besar. Pada jalan tersebut terdapat perkampungan kumuh yang cukup luas. Jalan masuk ke daerah ini memang sangat kecil, tetapi areanya luas hingga ke dalam. Daerah Bendul Merisi mereka tinggal dalam area tanah dengan bangunan tidak permanen.
Terkait penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi pada wilayah Ban Sepur Wonokromo, Peneliti akan melakukan pembahasan dengan menggunakan bagan lalu memberikan penjabaran terkait penegakan hukum oleh Satpol PP Kota Surabaya terhadap pelaku prostitusi di Ban Sepur Wonokromo. 
Bagan 1.1
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Sumber: Diolah Sendiri
Satpol PP Kota Surabaya memiliki kewenangan untuk menegakan perda Kota Surabaya termasuk dalam hal menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat utamanya dari praktik prostitusi yang merupakan amanah dari Perda Nomor 7 Tahun 1999. 

Pasal 2 huruf b Perda Nomor 7 Tahun 1999 dengan tegas menyebutkan bahwa setiap orang di Kota Surabaya dilarang melakukan perbuatan pemikatan untuk berbuat asusila. Oleh karena itu, setiap orang yang melakukan perbuatan pemikatan untuk berbuat asusila di Kota Surabaya akan dikenakan sanksi sesuai Perda Nomor 7 Tahun 1999. Pelanggaran terhadap ketentuan larangan dalam Perda Nomor 7 Tahun 1999, dapat diancam pidana kurungan selama-salamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.
Satpol PP sebagai penegak perda dapat melakukan penyelidikan sedangkan penyidikan dilakukan oleh Pejabat PPNS Satpol PP yang berada dalam naungan Bidang Penegakan Perda terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan pemikatan untuk berbuat asusila. Kedudukan Pejabat PPNS di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui masing-masing Kepala SKPD yang bersangkutan dan dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Ketua Sekretariat PPNS. Pejabat PPNS dalam melaksanakan penyidikan harus mendapat Surat Perintah dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Ketua Sekretariat PPNS. 

Hal tersebut dikarenakan PPNS merupakan pejabat yang ditugaskan pemerintah untuk melakukan penyidikan kepada setiap orang yang diduga melakukan pelanggaran (Gunawan 2013). Pengaturan terkait PPNS juga diatur pada Peraturan Pemerintah diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Polisi Pamong Praja yang didalammnya mengatur juga tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa. 
Pada tingkat undang-undang, PPNS juga turut diatur di dalamnya yaitu dalam Undang-Undang 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana secara implisit diatur dalam bab tentang PPNS. PPNS Dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai Penyidik, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil. PPNS menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
Data yang dihimpun Peneliti dari berbagai sumber, riwayat penertiban lokalisasi Ban Sepur Wonokromo oleh Satpol PP Kota Surabaya bersama pihak Kepolisian adalah sebagai berikut: 
Tabel 1.2
Penertiban Lokalisasi Ban Sepur Wonokromo 2018-2019
	Tahun
	Jumlah Penertiban 
	Tanggal Penertiban 
	PSK Terjaring

	2018
	1
	14 Maret 2018
	5 Orang

	2019
	3
	18 Mei 2019

19 Juli 2019

24 Nopember 2019
	14 Orang

21 Orang

-


Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Penegakan hukum oleh Satpol PP Kota Surabaya mulai dari tahap penyelidikan, hingga penyidikan dan penuntutan oleh Pejabat PPNS Satpol PP terhadap para PSK yang beroperasi di Ban Sepur Wonokromo dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 7 Tahun 1999. Dalam Pasal 4 ayat (1) Perda Nomor 7 Tahun 1999 dijelaskan juga bahwa Walikota atau Pejabat yang berwenang (dalam hal ini Satpol PP) dapat langsung melakukan pembinaan terhadap para PSK yang tertangkap saat dilakukan razia dengan mengirimnya ke Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos). 
PSK yang terjaring razia oleh Satpol PP Kota Surabaya akan langsung dibawa ke Liponsos untuk dibina namun tidak untuk PSK yang telah terjaring berulang kali. Bagi PSK yang terjaring berulang kali akan dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) setelah melalui proses persidangan dengan acara cepat untuk memberikan efek jera. Penegakan hukum kepada PSK yang terjaring razia berulang kali tetap dilakukan sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 1999. 
Pada sisi yang lain, pihak Satpol PP Kota Surabaya juga tetap melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan prosedur acara pidana dengan mengajukan PSK yang terjaring razia ke hadapan hakim untuk divonis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, tindak lanjut atas putusan hakim terhadap PSK yang divonis tersebut, pihak Satpol PP mengatakan akan langsung dikirim ke Liponsos untuk dilakukan pembinaan. Bagi mereka yang telah terbukti melakukan pengulangan akan langsung dikirim ke Lapas.

Penegakan hukum yang dilakukan Satpol PP Kota Surabaya bertujuan untuk menjalankan Perda Nomor 7 Tahun 1999 yang telah dibuat dan diberlakukan kepada masyarakat Surabaya agar dapat dipatuhi demi keamanan dan kenyamanan bersama. Masih banyaknya kasus prostitusi yang sering terjadi, khususnya di wilayah Ban Sepur Wonokromo yang berulang kali ditertibkan namun akan berulang kembali menunjukkan prostitusi sulit untuk dihilangkan karena telah menjadi lahan yang menguntungkan bagi sebagian pihak (Daulay et al. 2018).
Mayoritas PSK yang beroperasi karena terhimpit kebutuhan ekonomi, oleh karena itu untuk mengurangi tingkat prostitusi, faktor ekonomi menjadi hal penting untuk dibenahi terlebih dahulu. Langkah represif yang dilakukan Satpol PP Kota Surabaya dalam menegakkan Perda Nomor 7 Tahun 1999 bertujuan untuk melakukan pencegahan dan penyadaran serta menanggulangi pelaku prostitusi utamanya para PSK agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. 
Satpol PP Kota Surabaya memegang peran penting dalam penegakan hukum terhadap PSK yang beroperasi di wilayah Ban Sepur Wonokromo. Pelaksanaan penertiban terhadap PSK di Ban Sepur Wonokromo dilaksanakan secara gabungan dimana penyidik PPNS Satpol PP dan pihak Kepolisian saling berkoordinasi, hal tersebut dikarenakan dalam pengadaan razia setiap instansi (Satpol PP/Polrestabes/Dinsos/Kecamatan Wonokromo) memiliki tujuan masing-masing. Penegakan hukum terhadap praktik prostitusi di wilayah Ban Sepur Wonokromo harus didorong dengan peningkatan kualitas SDM aparat penegak hukum yang berintegritas dan kapabel dalam mengemban tugas.
Penerapan sanksi terhadap pelaku prostitusi yaitu Pasal 6 ayat (1) Perda Nomor 7 Tahun 1999 yang menyebutkan adanya ancaman pidana paling lama tiga bulan atau denda Rp. 50.000 masih belum berjalan efektif. Pihak Satpol PP Kota Surabaya mengambil opsi melakukan pembinaan dengan menyerahkan PSK yang terjaring ke Liponsos. Langkah pembinaan tersebut bertujuan agar PSK yang terjaring dapat memperoleh ketrampilan pengembangan diri agar tidak lagi melakukan praktik prostitusi. PPNS Satpol PP Kota Surabaya seharusnya berani mengambil langkah tegas terhadap PSK yang terjaring dengan membawanya ke pengadilan karena praktik tersebut sudah terjadi berulang kali.
Berulangnya praktik prostitusi di wilayah Ban Sepur Wonkromo setelah dilakukan penertiban dan penegakan hukum, menunjukkan masih lemahnya kontrol masyarakat serta sanksi hukum yang tidak efektif. Selain itu, adanya oknum-oknum aparat yang bermain dalam menjaga praktik-praktik prostitusi tersebut turut menjadi hambatan dalam mengurangi tingkat prostitusi khususnya di wilayah Ban Sepur Wonokromo.
Hambatan yang Dihadapi Pihak Satpol PP dalam Menegakan Hukum Terhadap Pelaku Prostitusi Di Ban Sepur Wonokromo

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto. Dalam bukunya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum Soerjono Soekanto menjelaskan ada 5 (lima) faktor yang mempunyai keterkaitan erat selain karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga sebagai tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut diantaranya faktor hukum itu sendiri (perundang-undangan), faktor penegak hukumnya yaitu dalam hal ini adalah pihak Satpol PP, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budayanya (Soekanto 2010 ) . 

Berdasarkan (5) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut, terdapat (3) tiga faktor yang mempengaruhi terhambatnya penegakan hukum yaitu faktor hukum itu sendiri (perundang-undangan) yaitu dalam hal ini dengan adanya Perda Nomor 7 Tahun 1999 seharusnya sejak dahulu praktik prostitusi di Surabaya dapat berkurang bukan sebaliknya yang makin tumbuh subur. Langkah represif yang dilakukan Satpol PP Kota Surabaya terhadap pelaku prostitusi masih belum maksimal dengan Perda Nomor 7 Tahun 1999 dikarenakan beberapa hal diantaranya:

a. Kurangnya tingkat kepedulian masyarakat.

b. Pihak Satpol PP kekurangan personel untuk melakukan patroli di wilayah yang rawan digunakan sebagai tempat prostitusi.

c. Ancaman sanksi dalam Perda Nomor 7 Tahun 1999 yang tergolong tindak pidana ringan (selanjutnya disingkat tipiring) tidak memberi efek jera terhadap PSK yang tertangkap.

Sanksi yang diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 1999 bagi pelaku prostitusi masih begitu ringan dan tidak berimbang. Sanksi hanya dikenakan bagi mereka yang melakukan pemikatan dan/atau menggunakan tempat untuk berbuat asusila, sedangkan penikmat jasa prostitusi tidak dapat dikenakan sanksi. Ketentuan sanksi dalam Perda Nomor 7 Tahun 1999 memang terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera bagi PSK dan penikmat jasanya. Sehingga dibutuhkan sanksi yang lebih berat agar pelaku praktik prostitusi mendapat efek jera. Oleh karena itu, pengaturan terkait larangan prostitusi seharusnya diatur di tingkat undang-undang agar ancaman sanksi yang diatur tidak lagi termasuk tindak pidana ringan.

Hambatan lainnya didalam penegakan hukum adalah faktor penegak hukum itu sendiri dalam hal ini adalah pihak Satpol PP sendiri. Penegak hukum merupakan orang yang secara langsung mengurusi dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup penegakan hukum itu saja tetapi juga pada menjaga ketertiban dan kenyamanan publik. Penegak hukum merupakan golongan yang menjadi panutan di masyarakat, yang seharusnya memiliki kemampuan sesuai dengan aspirasi masyarakat (Soekanto 2010). 

Banyaknya tempat-tempat praktek prostitusi di Surabaya yang tidak terpusat pada satu tempat saja membuat Satpol PP Kota Surabaya membutuhkan tenaga lebih dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu jumlah PPNS Satpol PP Kota Surabaya yang terbatas menjadi faktor penghambat tersendiri. Kurangnya personel Satpol PP dalam melaksanakan patroli rutin di wilayah-wilayah yang sering digunakan sebagai praktik prostitusi turut menjadi faktor penghambat. Sepengetahuan Peneliti ketika menengok wilayah Ban Sepur Wonokromo, Pihak Satpol PP Kota Surabaya yang berpatroli sekitar 2 orang, itu belum di wilayah lain yang berpotensi digunakan praktik prostitusi. Selain itu, sering terjadinya kebocoran informasi sebelum dilakukannya penertiban menjadi hambatan tersendiri, karena kebocoran informasi tersebut tidak lepas dari persoalan integritas personel Satpol PP yang seharusnya mampu menjaga informasi penertiban hingga pada saat pelaksanaan. 
Ringannya sanksi dalam Perda Nomor 7 Tahun 1999 juga membuat dilema Satpol PP yang sebenarnya memiliki kewenangan penuntutan. PPNS Satpol PP Kota Surabaya bertindak sebagai penyidik dan penuntut umum dengan membawa PSK tersebut untuk disidangkan ke pengadilan negeri dengan pemeriksaan acara cepat, setelah vonis dijatuhkan, terpidana PSK langsung diarahkan ke Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) untuk menjalani pembinaan dan proses rehabilitasi. Selain itu, kebijakan untuk langsung melakukan pembinaan tanpa proses pengadilan dengan menyerahkan PSK yang terjaring ke Liponsos adalah sebuah restorative justice, namun ke depan sanksi tegas harus diatur agar praktik-praktik prostitusi tidak merajalela.

Tidak dapat dipungkiri terkadang praktik prostitusi, secara tidak langsung mendapat perlindungan dari beberapa oknum aparat, oleh karena itu Satpol PP Kota Surabaya harus tegas melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi. Aspek penegak hukum mempunyai peran penting dalam penegakan hukum. Permasalahan penegakan hukum di Indonesia cenderung disebabkan karena aparat penegak hukum tidak professional dalam bertugas bahkan ada yang turut terlibat membacking dari belakang.

Faktor yang terakhir yang menjadi kendala yaitu faktor dari masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam berjalannya proses penegakan hukum, hal tersebut dikarenakan hukum hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan yakni terciptanya kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Kegiatan prostitusi yang terjadi di wilayah Ban Sepur Wonokromo merupakan perbuatan melawan hukum meskipun ancaman sanksinya hanya berupa tindak pidana ringan. 

Hambatan yang sering terjadi adalah praktik prostitusi di wilayah Ban Sepur Wonokromo ditutupi dengan kedok berjualan. Berulang kali bangunan liar di sebrang timur Stasiun Wonokromo ditertibkan dari para PKL yang menggunakannya sebagai kedok untuk membuka layanan prostitusi namun hal tersebut akan muncul kembali. Hambatan lain yang dihadapi Satpol PP Kota Surabaya adalah minimnya jumlah personel untuk mengawasi dan melakukan patrol di setiap wilayah di Kota Surabaya yang berpotensi digunakan sebagai tempat praktik prostitusi. Pihak Satpol PP Kota Surabaya menyatakan bahwa jarang ada masyarakat yang mengadu terkait dengan prostitusi di wilayah Wonokromo, seolah masyarakat sudah terbiasa dengan itu dan sudah sejak lama juga ada disitu. Berulang kali dilakukan razia penertiban namun masih saja ada.

Kurangnya kepedulian masyarakat untuk selalu aktif berpartisipasi dalam menjaga kawasan dan melakukan pencegahan mandiri kepada mereka yang diduga akan melakukan praktik prostitusi juga menjadi problem tersendiri. Selain itu, salah satu yang menyebabkan praktik prostitusi di wilayah Ban Sepur Wonokromo yang selalu saja ada setelah berkali-kali ditertibkan  menunjukkan aturan hukum yang ada belum memberikan efek jera kepada pelaku. Sebagaimana wawancara Peneliti dengan mantan PSK yang pernah melakukan praktik prostitusi di wilayah Ban Sepur Wonokromo bahwa faktor ekonomi yang menjadi penyebab utama mereka melacurkan diri.

Ancaman sanksi dalam Perda Nomor 7 Tahun 1999 yang tergolong rendah dan tidak dapat menjerat penikmat jasa prostitusi juga menjadi hambatan tersendiri bagi Satpol PP Kota Surabaya dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap para penikmat jasa prostitusi. Oleh karena itu, diperlukan adanya payung hukum yang lebih kuat lagi yakni pada tingkat undang-undang untuk dapat menjerat para penikmat jasa prostitusi. Satpol PP Kota Surabaya harus terus menjalin sinergitas dengan masyarakat sekitar Ban Sepur Wonokromo agar praktik-praktik prostitusi di kemudian hari dapat dicegah agar tidak berulang kembali setelah dilakukan penertiban.
PENUTUP

Simpulan

Penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku prostitusi di Ban Sepur Wonokromo yang terjaring razia oleh pihak Satpol PP Kota Surabaya dilakukan sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 7 Tahun 1999. Penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi di Ban Sepur Wonokromo masih belum maksimal karena kurangnya tingkat kepedulian masyarakat, pihak Satpol PP kekurangan personel untuk melakukan patroli di wilayah yang rawan digunakan sebagai tempat prostitusi, dan ancaman sanksi dalam Perda Nomor 7 Tahun 1999 yang tergolong tipiring tidak memberi efek jera terhadap PSK yang tertangkap. Pada tahun 2018 dilakukan satu kali kegiatan penertiban dengan hasil lima Pekerja Seks Komersial terjaring. Pada tahun 2019 dilakukan tiga kali penertiban terjaring sebanyak tiga puluh lima Pekerja Seks Komersial. Terjadinya kebocoran informasi sebelum dilakukannya penertiban oleh Satpol PP menjadi hambatan tersendiri sehingga tidak maksimal menjaring PSK yang telah lebih dahulu melarikan diri.
Hambatan dalam penegakan hukum terjadi karena praktik prostitusi di wilayah Ban Sepur Wonokromo ditutupi dengan kedok berjualan. Berulang kali bangunan liar di sebrang timur Stasiun Wonokromo ditertibkan dari para PKL yang menggunakannya sebagai kedok untuk membuka layanan prostitusi namun hal tersebut akan muncul kembali. Selain itu, minimnya jumlah personel untuk mengawasi dan melakukan patrol di setiap wilayah di Kota Surabaya yang berpotensi digunakan sebagai tempat praktik prostitusi. Jarang ada masyarakat yang mengadu terkait dengan prostitusi di wilayah Wonokromo, seolah masyarakat sudah terbiasa dengan itu dan sudah sejak lama juga ada disitu. Berulang kali dilakukan razia penertiban namun masih saja ada. Ancaman sanksi dalam Perda Nomor 7 Tahun 1999 yang tergolong rendah dan tidak dapat menjerat penikmat jasa prostitusi juga menjadi hambatan tersendiri bagi Satpol PP Kota Surabaya dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap para penikmat jasa prostitusi.
Saran

Pertama, perlu adanya penambahan jumlah personel Satpol PP Kota Surabaya untuk melakukan patroli rutin di kawasan Ban Sepur Wonokromo atau wilayah lain yang berpotensi digunakan untuk praktik prostitusi. Selain itu kordinasi antar instansi dengan pihak Kepolisian maupun Dinsos dan Kecamatan harus terus diperkuat. Kedua, kepada Pemkot Surabaya, agar para PSK yang terjaring dan dilakukan pembinaan di Liponsos diberikan akses pada dunia kerja khusus bagi mereka yang telah memiliki ketrampilan tertentu serta perlunya sinergitas antara Pemkot Surabaya dengan Pihak KAI Daop 8 untuk melakukan pengembangan wilayah di sekitar Stasiun Wonokromo.
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